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ABSTRAK 

 Setelah diberlakukan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga 

Keuangan Syari’ah (LKS) di Aceh, sebagai bentuk dari penerapan Undang-

Undang Pemerintah Aceh (UUPA) dalam menjalankan kelembagaan perbankan 

berbasis syariat Islam. Dalam penerapan di lapangan, hal ini menjadi  tantangan 

bagi perbankan dalam memenuhi kebutuhan pengusaha Aceh dalam menjalankan 

bisnisnya. Penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai pokok 

permasalahan yaitu, apakah keberadaan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang 

LKS mampu menggantikan sistem ekonomi konvensional di kalangan masyarakat 

Aceh? Bagaimana efektivitas pemberlakuan Qanun LKS terhadap pertumbuhan 

dan perkembangan perekonomian masyarakat menengah ke bawah di Aceh? 

Apakah kinerja perbankan syari’ah mampu memberikan stimulus terhadap 

peningkatan ekonomi dan mewujudkan keadilan ekonomi dalam masyarakat?   

Sebagai penelitian yang bersifat kualitatif-normatif, menggunakan jenis 

penelitian deskriptif analisis dan pendekatan empiric sebagai kajian tentang 

implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah 

di Aceh. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer melalui 

Dinas Syari’at Islam, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia di Banda Aceh. 

Sedangkan sumber data sekundernya diperoleh dari bahan literatur seperti buku, 

jurnal/artikel, koran dan media massa baik cetak maupun online. Selain itu, dalam 

pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui wawancara dan observasi di 

lapangan sebagai wilayah kajian objek penelitian. Setelah semua data 

terkumpulkan, kemudian data tersebut peneliti reduksi untuk disederhanakan 

kedalam sebuah tulisan yang mudah dipahami, dengan penyajian data yang telah 

peneliti lakukan untuk ditarik suatu kesimpulan dalam menjawab pertanyaan 

penelitian diatas.    

Berdasarkan metode penelitian yang telah disebutkan di atas, maka dapat 

ditarik kesimpulan. Pertama, Metode single banking system yang diterapkan 

dalam Qanun LKS menjadikan masyarakat tidak punya banyak pilihan dalam 

melakukan transaksi keuangan, sehingga membuat pertumbuhan ekonomi 

terhambat dan belum mampu menyeimbangkan dan menurunkan angka 

kemiskinan di Aceh. Kedua, dari segi pelayanan, kinerja perbankan syari’ah telah 

mampu mengakomodir nasabah, namun stimulus yang diberikan belum seperti 

yang diharapkan, khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan dalam 

mengembangkan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari minimnya fasilitas penunjang 

(Kantor Cabang Pembantu (KCP)) yang disediakan oleh pihak perbankan. Dengan 

demikian, menimbulkan kesenjangan serta hilangnya rasa keadilan ekonomi bagi 

masyarakat. 

Kata Kunci: Qanun, Lembaga Keuangan Syari’ah, Keadilan Ekonomi 
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PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME 
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MOTTO 
 

“Harapan adalah sarapan yang baik, tetapi 
merupakan makan malam yang buruk” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 

september 1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 bā‘ B be ب

 tā‘ T te ت

  śā‘ Ś es (dengan titik di atas) ث

 jīm J je ج

 ħā Ħ ha (dengan titik di bawah) ح

 Khā Kh ka dan ha خ

 dāl D de د

 zāl Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 rā‘ R er ر

 zāi Z zet ز

 sin S es س

 syin Sy es dan ye ش

 şād Ş es (dengan titik di bawah) ص

 đād Đ de (dengan titik di bawah) ض

 ţā‘ Ţ te (dengan titik di bawah) ط
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 žā‘ Ž zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 gain G ge غ

 fā‘ F ef ف

 qāf Q qi ق

 kāf K ka ك

 lām L el ل

 mīm M em م

 nūn N en ن

 Wāwu W we و

 hā‘ H ha ه

 Hamzah ‘ apostrof ء

 yā‘ Y ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 متعقد ين

 عدة

Ditulis 

Ditulis 

Muta‘aqqidaīn 

‘Iddah 

 

C. Tā‘ Marbūţah 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 هبة

 جزية

Ditulis 

Ditulis 

Hibah 

Jizyah 
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(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 

dengan h. 

 ‘Ditulis Karāmah al-auliyā كرامة الأولياء

 

2. Bila tā‘ marbūţah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah, dan ḍammah 

ditulis t. 

 Ditulis Zakāh al-fiţri زكاة الفطر

 

D. Vokal Pendek 

 ا  

 ا  

 ا  

Fatḥah 

Kaşrah 

Ḍammah 

a 

i 

u 

 

E. Vokal Panjang 

Fatḥah +Alif 

 جاهلية

Fatḥah+Yā‘ Mati 

 يسعى

Kasrah+Yā‘ Mati 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

a 

Jāhiliyyah 

a 

Yas‘ā 

ī 
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 كريم

Ḍammah+Wāwu Mati 

 فروض

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Karīm 

ū 

furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

Fatḥah +Yā‘Mati 

 بينكم

Fatḥah +Wāwu Mati 

 قول

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaulu 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 أأنتم

 أعدت

 لئن سكرتم

Dibaca 

Dibaca 

Dibaca 

a‘antum 

u‘idat 

la‘in syakartum 

 

Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah 

 القرأن

 القياس

Dibaca 

Dibaca 

al-Qur‘ān 

al- Qiyās 
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2. Bila ikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah 

yang mengikutinya, serta mengilangkan huruf l (el)-nya. 

 السماء

 الشمس

Dibaca 

Dibaca 

as-Samā‘ 

asy-Syams 

 

H. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

 ذويالفروض

 اهل السنة

Ditulis 

Ditulis 

żawī al-furūḍ 

ahl as-sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakanng Masalah 

Aceh merupakan Provinsi yang mendapatkan keistimewaan dalam 

menerapkan sistem pemerintahannya di bidang syari’at, pendidikan, dan budaya, 

yang secara legitimate ditetapkan dalam bentuk ketentuan yuridis formal yaitu 

Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999. Pelaksanaan syariat 

Islam secara kaffah mencakup aspek ibadah, mu’amalah, jinayat, dan munakahat 

yang merupakan pembagian rubu’ fiqh yang ditetapkan fuqaha.1 

Kewenangan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 125 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwasannya syari’at Islam 

yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar’iyah dan akhlak. Selain itu 

syari’at Islam meliputi ibadah, ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah 

(hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah 

(pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Peraturan tersebut 

memberikan kewenangan dan kekuasaan bagi pemerintah Aceh untuk 

melaksanakan dan membangun wilayah ini sesuai amanat Undang-Undang 

tersebut.2 

Selanjutnya untuk menjabarkan Undang-Undang ini dan memudahkan 

implementasi, Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 

tentang Pokok-Pokok Syari’at Islam. Qanun tersebut membahas tentang 

                                                           
1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan 

Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Pasal 3, Ayat 1,2,3.  
2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 125, Ayat 

1,2,3. 
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pelaksanaan syari’at Islam di bidang muamalah yang secara substansi mencakup 

akad-akad transaksi bisnis dan akad-akad sosial yang merupakan bagian dari 

filantropi.3 

Dengan dasar hukum tersebut, pemerintah Aceh memiliki kompetensi untuk 

merancang, menyusun dan merumuskan ketentuan tentang perbankan syari’ah dan 

lembaga keuangan lainnya yang berdasarkan ketentuan syari’ah dalam bentuk 

Qanun yang dapat diimplementasikan oleh masyarakat Aceh dan juga pelaku 

usaha dan pelaku usaha perbankan. 

Dalam merealisasikan Qanun tersebut membutuhkan berbagai langkah 

strategis sesuai dengan ketentuan Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang 

ditetapkan dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan 

Qanun. Dengan berbagai pergulatan yang dialami, maka akhirnya pada tanggal 4 

Januari 2019 Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 berhasil diundangkan dalam 

Lembaran Aceh Nomor 8 Tahun 2019.  

Qanun tersebut diberlakukan setelah diundangkan, dan untuk memudahkan 

proses peralihan bank konvensional menjadi bank syariah serta institusi-institusi 

non bank, maka dalam Qanun LKS Pasal 65 diberi waktu selama 3 tahun untuk 

mengalihkan seluruh operasional perbankan menjadi syariah. Dalam hal ini 

perbankan syariah di Aceh murni menggunakan single banking system yang 

mengharuskan secara mutlak bank syariah beroperasi berdasarkan syariat Islam.4  

                                                           
3 Qanun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang  Pokok-Pokok Syari’at Islam 
4 Penerapan Single Banking System dapat dimungkingkan dengan mengasumsikan bahwa 

pada tingkat makro, dimana tingkat pertumbuhan perbankan Syariah yang tinggi dapat 

berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

Potensi ini masih belum dapat dikelola dengan baik dimana sekalipun nilai aset perbankan Syariah 

di Indonesia telah meningkat hingga 30% jauh di atas aset perbankan konvensional hanya sebesar 
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Pasal 65 Qanun LKS tidak memberi opsi bagi pelaku usaha perbankan dan 

pengguna jasa perbankan untuk tetap dengan sistem perbankan konvensional, 

karena ketentuan dalam qanun tersebut memastikan setelah 3 tahun diundangkan 

maka seluruh perbankan telah menjadi bank syariah, yaitu pada tanggal 3 Januari 

2021. Dengan adanya Qanun tersebut, maka seluruh jasa perbankan dan non bank 

yang menyediakan jasa keuangan di Aceh harus mengikuti ketentuan qanun 

tersebut. 

Pelaksanaan bidang muamalah di Aceh berdasarkan prinsip keterbukaan, 

kejujuran, keadilan, dan ta’awun (kerjasama). Kemudian dalam pelaksanaan 

bidang muamalah di Aceh bebas dari maisir (judi), gharar (penipuan), tadlis 

(samar-samar), spekulasi, monopoli dan riba. Dengan dasar Qanun tersebut, maka 

pemerintah Aceh telah menunjukkan komitmennya untuk membebaskan rakyat 

Aceh dari praktek riba yang diimplementasikan pada bank-bank konvensional. 

Untuk memastikan seluruh elemen-elemen masyarakat melaksanakan ketentuan 

qanun tersebut, terutama lembaga-lembaga perbankan maka pemerintah provinsi 

Aceh bersama-sama dengan lembaga-lembaga lain seperti Bank Indonesia (BI) 

dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mensosialisasikan diktum-diktum yang ada 

dalam Pasal-Pasal tersebut. 

                                                                                                                                                               
16%, tetapi tidak berdampak berarti terhadap pangsa pasar perbankan Syariah secara nasional yang 

masih terjebak di sekitar 5%. Untuk itu kebijakan konversi secara penuh seluruh ekosistem 

perbankan konvensional terutama institusi perbankan konvensional milik negara di tingkat 

nasional ke dalam ekosistem perbankan Syariah di bawah platform sebagai bank Syariah milik 

negara dapat meningkatkan pangsa pasar bank Syariah hingga mencapai 21,6% yang didukung 

oleh motivasi dan kebijakan yang kuat dari negara yang dapat menyediakan layanan intermediasi 

keuangan dari perbankan Syariah dengan jangkauan masyarakat yang lebih luas. Nugroho et al., 

“Maslahah and Strategy to Establish A Single State-Owned Islamic Bank in Indonesia.” Tazkia 

Islamic Finance and Business Review 10, No. 1 (2017), hlm. 27-29. 
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Sinergisitas Pemerintah Aceh dengan BI dan OJK mutlak dibutuhkan untuk 

memastikan proses penutupan dan peralihan bank-bank konvensional di Aceh 

menjadi syariah harus berlangsung secara kondusif. Hal tersebut terkait dengan 

peralihan diktum-diktum perjanjian pada transaksi produk-produk bank 

konvensional dan dialihkan dengan produk-produk pada bank syariah yang 

didasarkan pada ketentuanketentuan syara’, terutama yang telah difatwakan dalam 

fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Peralihan sistem bank konvensional 

menjadi sistem bank syariah tentu membutuhkan energi biaya dan waktu karena 

prosesnya harus dilakukan terhadap sistem operasional dan aset yang dimiliki oleh 

bank-bank konvensional di Aceh. 

Bagi sebagian kalangan penutupan operasional perbankan konvensional 

merupakan hasil perjuangan yang membutuhkan banyak energi dan berbagai 

sumberdaya lainnya untuk dapat menghasilkan sebuah regulasi yang mampu 

mematikan hegemoni bank konvensional di Aceh hingga ke akar-akarnya. Namun 

bagi sebagian pihak, penutupan bank konvensional di Aceh tanpa opsi telah 

menimbulkan berbagai kerancuan dan kebingungan karena biasanya masyarakat 

dapat menggunakan fasilitas bank konvensional untuk berbagai kepentingan baik 

untuk transaksi level lokal, nasional, bahkan sampai internasional. Sehingga 

masih ada pihak yang mendebat dan keberatan penutupan bank konvensional di 

Aceh. Apalagi sebahagian masyarakat Aceh terutama dari kalangan pengusaha 

dan kelompok lain tidak menerima serta merta diktum yang dicantumkan dalam 

Qanun LKS ini, sehingga hal tersebut mempengaruhi proses penutupan bank-bank 

konvensional di Aceh. 
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Bagi pihak pengusaha, terutama kalangan pengusaha menengah ke atas di 

Aceh, aktivitas bisnis yang digeluti membutuhkan jasa pihak bank yang mampu 

memahami kebutuhan nasabahnya untuk berbagai fasilitas yang diperlukan dari 

bank konvensional. Bahkan pihak manajemen bank konvensional mampu 

memberi berbagai pelayanan untuk  kepentingan bisnis nasabahnya secara optimal 

dengan fasilitas yang prima dan profesional. Pelayanaan-pelayanan yang 

diberikan oleh bank konvensional ini belum mampu dilaksanakan dengan baik 

oleh bank syariah di Aceh yang umumnya masih memiliki kelemahan dalam 

modal dan juga kemampuan manajemen. Sebagian pengusaha di Aceh tidak setuju 

dengan penutupan operasional bank konvensional secara permanen, karena hal ini 

akan mengganggu aktifitas pengusaha dalam melaksanakan aktifitas bisnisnya. 

Berdasarkan pemberitaan media online yang mengutip pendapat OJK masih 

ada sebahagian nasabah bank konvensional yang bertahan dengan produk bank 

tersebut, sehingga hal ini mengganggu proses peralihan bank konvensional di 

Aceh. Dengan demikian proses integrasi bank syariah di Aceh tidak berjalan 

dengan mudah padahal secara yuridis formal berdasarkan undang-undang yang 

telah ditetapkan dalam peraturan daerah harus berjalan secara efektif sesuai 

peraturan tersebut, dan pemerintah daerah harus memastikan aturan tersebut dapat 

berjalan dan berlaku secara efektif sesuai dengan tujuan Qanun.5 

Pemberlakuan Qanun di Aceh sebagai hukum positif memang sangat 

dilematis, terutama pada tataran Qanunisasi aspek-aspek hukum yang berkaitan 

langsung dengan hukum Islam. Di satu sisi memunculkan euphoria terhadap 

                                                           
5https://finansial.bisnis.com/read/20211005/215/1450809/ojk-minta-industri-asuransi-

patuhi-qanun-lks-aceh-di-2022, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021, Waktu 12.33 WIB. 

https://finansial.bisnis.com/read/20211005/215/1450809/ojk-minta-industri-asuransi-patuhi-qanun-lks-aceh-di-2022
https://finansial.bisnis.com/read/20211005/215/1450809/ojk-minta-industri-asuransi-patuhi-qanun-lks-aceh-di-2022
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kemajuan pada aspek pemberlakuan hukum dengan mampunya sistem hukum 

Islam diserap dalam tataran hukum positif, sehingga dengan sendirinya aspek 

hukum Islam diakui sebagai bagian integral dari hukum positif. Namun di sisi lain 

menimbulkan kecaman bahkan penolakan dari sebagian masyarakat terhadap 

pemberlakuan hukum Islam dalam wilayah NKRI yang mengayomi dan 

melindungi seluruh umat bergama. Sehingga hal-hal dilematis ini dianggap 

bertentangan dengan sistem penerapan hukum di Indonesia yang menggunakan 

stratifikasi hukum pola sosial. Namun pada aspek lainnya pemberlakuan hukum 

Islam itu sendiri diakui legitimasinya berdasarkan ketentuan yuridis formal yang 

berlaku.  

Sebagaimana telah dijelaskan di atas pemberlakuan hukum Islam di Aceh 

memiliki ketentuan yuridis yang sangat kuat, sehingga tidak dapat digugurkan 

begitu saja. Apalagi bila ketentuan qanun yang diberlakukan tersebut tidak 

menyalahi ketentuan perundang-undangan di atasnya, sesuai ketentuan hierarki 

hukum, maka pemberlakuan syariat Islam harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh 

umat secara konsisten dan penuh komitmen dan loyalitas sebagai pengabdian 

tanpa batas. Untuk itu pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat secara bersinergi 

menggunakan semua potensi untuk melaksanakan syari’at untuk seluruh warga 

baik secara persuasif maupun refresif. 

Dalam ketentuan Qanun LKS, pemberlakuan aspek syariat pada operasional 

bank bersifat represif, hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal-Pasal yang 

menetapkan keharusan perubahan bank konvensional ke sistem perbankan syariah 
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dalam tempo waktu 3 tahun, dan juga penetapan sanksi-sanksi terhadap pihak-

pihak yang mengabaikan ketentuan hukum dalam Qanun tersebut. 

Ketentuan yuridis yang ditetapkan dalam Qanun berbeda sepenuhnya 

dengan ketentuan dalam UU No. 21 Tahun 2008 yang masih membuka peluang 

penggunaan dual banking system di Indonesia. Prinsip single banking system ini 

telah menuai pro kontra dalam masyarakat, karena dianggap telah mengkerdilkan 

pilihan perbankan yang seharusnya diminati oleh masyarakat. Untuk itu masih ada 

pihak-pihak yang mencoba menggugat keberadaan prinsip single banking system 

di Aceh sebagai asas tunggal perbankan. 

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam bidang perbankan dan 

lembaga keuangan ini, di satu sisi menjadi strategi yang baik untuk membebaskan 

masyarakat dari penggunaan riba dalam transaksi keuangan dan perbankan, 

namun di sisi lain, pemerintah Aceh telah menutup akses penggunaan produk-

produk perbankan yang telah dinikmati masyarakat dan konsumen telah sangat 

terikat dengan pelayanan perbankan. 

Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan juga komplain terhadap pelayanan 

dan produk perbankan yang ditawarkan oleh bank syariah yang tidak mampu 

menyamai atau setara dengan pelayanan bank konvensional. Namun pada aspek 

yuridis formal, yang dilakukan oleh pemerintah Aceh telah memenuhi ketentuan 

konstitusi untuk pelaksanaan ketentuan Qanun LKS tersebut, karena secara 

prinsipil keberadaan Aceh sebagai provinsi yang memiliki keistimewaan di bidang 

agama telah mampu memayungi ketentuan pelaksanaan Qanun LKS seutuhnya, 

sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa ketentuan perundang-undangan telah 
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memberikan legitimasi untuk Penyusunan dan pelaksanaan Qanun LKS sebagai 

ketentuan yuridis untuk penerapan single banking system. 

Awal pelaksanaan Qanun tersebut, mulai terlihat dari adanya paksaan 

terhadap nasabah yang masih menggunakan transaksi pada bank konvensional 

agar mengalihkan transaksinya di bank syari’ah. Tenggat waktu yang diberikan 

oleh pihak bank kepada nasabah untuk mengkonversikan tabungannya selama 3 

bulan sejak berlakunya Qanun tersebut. Minimnya waktu tersebut membuat 

nasabah harus menunggu waktu yang cukup lama, mengingat bukan hanya 

perpindahan buku rekening nasabah, tetapi persoalan kredit baik lancar maupun 

macet dari bank konvensional menjadi syari’ah.  

Adapun jika nasabah tidak memindahkan tabungannya pada bank syari’ah 

dalam jangka waktu yang telah ditentukan,  konsekuensi yang akan diterima jika 

terjadi kehilangan buku bank, rusaknya kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), 

atau berbagai kendala lain pada bank konvensional, nasabah harus keluar dari 

Provinsi Aceh. Mengingat bahwa seluruh bank konvensional sudah menutup 

kantornya di Aceh. 

Penyusunan dan penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 berdasarkan 

prinsip-prinsip yang dicantumkan dalam naskah akademik, pemerintah Aceh 

memiliki keinginan kuat untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh 

masyarakat. Hal tersebut juga secara implisit dicantumkan dalam Pasal 14 ayat 4 

qanun LKS bahwa lembaga keuangan syariah harus memiliki rasio pembiayaan 

yang harus berbasis bagi hasil baik untuk sektor riil maupun UMKM. 
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Prinsip yang diterapkan dalam Qanun LKS dalam hal pembiayaan berbeda 

jauh dengan apa yang diterapkan oleh bank konvensional, dimana syarat yang 

ditetapkan oleh bank hanya untuk nasabah yang mampu melunasi kewajibannya 

terhadap bank. Sehingga pemberlakuan Qanun LKS diharapkan mampu 

memberikan keadilan ekonomi bagi masyarakat Aceh baik di sektor riil mapun 

UMKM. 

Selain itu, para pengusaha Aceh menggunakan bank konvensional sebagai 

jalur bisnis mereka dengan para pengusaha luar Aceh. Kehadiran Qanun LKS pun 

masih menjadi pro dan kontra dikalangan pengusaha Aceh karena akad yang 

dimiliki oleh perbankan syari’ah belum mampu mengimbangi bank konvensional. 

Hal ini menjadi penghambat bagi pengusaha dalam melakukan transaksi dengan 

pihak luar. Oleh karena itu, disahkannya Qanun LKS menjadi tantangan tersendiri 

bagi perbankan syari’ah yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan pengusaha 

Aceh dalam menjalankan bisnisnya. 

Secara konseptual keadilan ekonomi yang dimaksudkan dalam penyusunan 

dan penerapan Qanun LKS ini telah diletakkan fundamentalnya oleh pakar hukum 

yang mesti diwujudkan dalam masyarakat secara global. Menurut Gustav 

Radbruch sebuah dasar hukum meliputi aspek keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian hukum yang akan pastinya akan menimbulkan ketegangan di antara 

masing-masing aspek, tidak terkecuali pada keadilan ekonomi. Keadilan bisa 

bertentangan dengan kemanfaatan maupun kepastian hukum, sehingga Rustav 
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memberikan jalan keluar bahwa keadilan menjadi prioritas, kemudian manfaat, 

dan kepastian hukum.6  

Qanun Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) yang dimaksudkan untuk 

memperkuat implementasi pembangunan ekonomi syari’ah di Aceh. Aturan 

tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat Aceh baik yang beragama Islam maupun 

Non-Muslim dan seluruh instansi atau badan hukum yang melakukan transaksi 

keuangan di Aceh. Pemerintah Aceh yang akan melakukan kerja sama dengan 

para investor juga  harus tunduk dan patuh pada Qanun tersebut.Bank Aceh 

merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan milik pemerintah daerah yang 

sudah mengkonversi seluruh kegiatan transaksi keuangan menjadi Bank Aceh 

syari’ah pada tanggal 19 September 2016.7 

Oleh karena itu, perlu dianalisa apakah implementasi Qanun ini berdampak 

pada ekonomi di Aceh. Melihat, sebelum Qanun tersebut disahkan, Aceh masih 

berstatus sebagai Provinsi kedua termiskin di Sumatra setelah Bengkulu dan 

menduduki peringkat ketujuh secara nasional.8 Kemudian, melihat implementasi 

dari Qanun tersebut sehingga bisa diterima oleh masyarakat luas dengan 

mengandalkan single banking system, dan apakah keberadaan Qanun tersebut 

mampu memprioritaskan ekonomi masyarakat menengah ke bawah, sehingga 

keadilan ekonomi dapat terealisasikan dengan baik. 

 

                                                           
6 M. Muslih, “Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch 

(Tiga Nilai Dasar Hukum)”, Jurnal Legalitas, Vol. IV, No. 1, 2013, PP. 130-152. 
7 http://www.BankAceh.co.id, diakses pada tanggal 20 Mei 2020, pukul 15.45 WIB. 
8 https://acehsatu.com/infografis-sepuluh-provinsi-termiskin-di-indonesia, diakses pada 

09 Oktober 2020, pukul 09.35 WIB. 

https://acehsatu.com/infografis-sepuluh-provinsi-termiskin-di-indonesia
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasannya yang terdapat dalam latar belakang diatas, 

sebagaimana penelitian pada umumnya terdapat persoalan penelitian sebagai 

berikut. Yaitu: 

1. Bagaimana efektivitas pemberlakuan Qanun LKS terhadap pertumbuhan 

dan perkembangan perekonomian masyarakat menengah ke bawah di Aceh? 

2. Apakah kinerja perbankan syari’ah mampu memberikan stimulus terhadap 

peningkatan ekonomi dan mewujudkan keadilan ekonomi dalam 

masyarakat? 

C. Tujuan dan Kegunanaan Penelitian 

Melihat pada permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti 

bertujuan untuk melakukan penelitian untuk meneliti terkait: 

1. Untuk mengetahui tentang pemberlakuan Qanun LKS dan konsekuensinya 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat kelas 

menengah ke bawah di Aceh. 

2. Untuk mengetahui dampak penerapan Qanun LKS terhadap kinerja 

perbankan syari’ah dan efektifitasnya untuk memberikan stimulus terhadap 

peningkatan dan perkembangan ekonomi serta mewujudkan keadilan 

ekonomi dalam masyarakat di Kabupaten Aceh Besar. 

Selain dari itu, penelitian ini diharapkan agar dapat berguna dalam 

perkembangan ekonomi syari’ah dan praktik terkait. Kebaruan (novelty) yang 

akan diteliti sangat diperlukan untuk mengembangkan kemampuan akademik, 

baik bagi pembaca, peneliti lainnya, maupun masyarakat pada umumnya. Di 
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samping itu, penelitian ini juga melihat keberadaan Qanun Aceh mampu 

menggantikan perekonomian lama yang sudah ada di Aceh. Kemudian, dengan 

diimplementasikannya Qanun tersebut berdampak baik bagi pertumbuhan 

ekonomi masyarakat Aceh terutama di kalangan menengah ke bawah, sehingga 

terciptanya keadilan ekonomi di dalam masyarakat Aceh Besar. 

 

D. Kajian Pustaka 

Pada bagian ini, penulis akan sedikit mengemukakan beberapa penelitian 

terdahulu yang memiliki sedikit keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yang 

mengkhususkan pada kajian terhadap penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 

tentang lembaga keuangan syari’ah pada setiap lembaga keuangan perbankan 

yang beroperasi di Aceh. Akan tetapi penelitian yang berkaitan dengan hal 

tersebut telah menjadi kajian beberapa peneliti sebelumnya, berikut ini paparan 

tentang penelitian yang dipaparkan oleh peneliti-peneliti lainnya. 

Jurnal yang ditulis oleh Rahmawati dan Khairul Putriana dengan judul 

“Tantangan Konvensi Bank Konvensional Menjadi Bank Syari’ah di Aceh 

berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syari’ah No. 11 Tahun 2018”. Dalam 

jurnal tersebut dijelaskan bahwa untuk menjelaskan prosedur percepatan konversi 

bank inkonvensional menjadi bank syariah diAceh dan menjelaskan tantangan 

lembaga perbankan dengan kewajiban mengkonversi lembaga keuangan di Aceh.  

Kewajiban untuk merubah bank konvensional menjadi bank syari’ah secara 

jelas diatur dalam Pasal 6 huruf e dan, walaupun proses konversi bank 

konvensional menjadi bank syariah tidak ditemukan langsung dalam Qanun, tetapi 
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setiap bank yang melakukan konversi harus mengacu pada ketentuan BI yaitu PBI 

No. 11/15 / PBI-2009, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 “sebelum 

melakukan kegiatan usaha,LKS harus memiliki izin usaha sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan”.9 

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Early Ridho Kismawadi yang 

berjudul “Persepsi Masyarakat tentang Akan Dikonversikannya Bank 

Konvensional ke Bank Syari’ah di Aceh Studi Kasus di Kota Langsa”. Penelitian 

tersebut bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang Qanun Aceh 

yang berkaitan dengan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok 

Syari’at Islam dan Qanun No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk 

Halal yang mengharuskan perbankan yang akan beroperasi di Aceh harus 

berlandaskan prinsip syari’ah.  

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Hasil dari penelitian ini masyarakat mendukung untuk diberlakukannya 

peraturan tersebut. Namun, masyarakat berharap bank syari’ah yang beroperasi di 

Aceh harus memberikan fasilitas yang sama seperti bank konvensional lakukan 

saat ini sangat baik dibandingkan bank syari’ah dari segi fasilitas yang dimiliki.10 

Sama halnya jurnal yang ditulis oleh Irhamna Utamy dan Ahmad Hasan 

Basri dengan judul “Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 

Tentang Lembaga Keuangan Syari’ah”. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa 

                                                           
9 Rahmawati, Khairul Putriana, “Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank 

Syari’ah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syari’ah No. 11 Tahun 2018”, Jurnal 

Tawazun, Vol. 3, No. 2, Tahun 2020, PP. 229-236. 
10 Early Ridho Kismawadi dan Uun Dwi Al Muddatsir, “Persepsi Masyarakat Tentang 

Akan di Konversikannya Bank Konvensional ke Bank Syari’ah di Aceh Studi Kasus di Kota 

Langsa”, Jurnal Ihtiyath, Vol. 2, No. 2, 2018, PP 136-148. 
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Qanun Nomor 11 Tahun 2018 merupakan Qanun yang baru diundangkan di Aceh, 

dimana mengharuskan semua lembaga keuangan di Aceh wajib menggunakan 

sistem syari’ah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan seperti apa yang diajarkan 

dalam agama Islam. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu 

penelitian yang memberikan suatu gambaran mengenai prinsip-prinsip keadilan 

dalam Islam.  

Penulisan ini juga menggunakan metode yuridis normatif dengan 

pendekatan filosofis dan sosiologis. Kesimpulan dari jurnal ini bahwa prinsip-

prinsip keadilan yang dimaksud dalam qanun nomor 11 tahun 2018 sudah sesuai 

dengan apa yang terdapat dalam Islam. Bisa dilihat dari konversi bank BPD Aceh 

menjadi bank milik pemerintah Aceh pada tahun 2015 yang membuat tingkat 

kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut semakin tinggi. Sehingga 

pertumbuhan ekonomi di Aceh mengalami perkembangan.11 

Penelitian lain yang mengangkat judul tentang Qanun Lembaga Keuangan 

Syari’ah (LKS) ditulis oleh Zulfahmi dengan judul “Eksistensi Qanun Nomor 11 

Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah terhadap Konversi Bank 

Konvensional menjadi Bank Syari’ah”. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa Qanun 

nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syari’ah merupakan peraturan 

perundang-undangan yang setara dengan peraturan daerah yang mana negara 

memberikan wewenang kepada daerah tertentu untuk dapat mengelola daerahnya 

sendiri seperti Aceh salah satunya. Qanun Aceh bertujuan untuk menegakkan 

aturan syari’ah yang menjadikannya berbeda dari daerah-daerah lainnya. 

                                                           
11 Irhamna Utamy dan Ahmad Hasan Basri, “Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 

11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari’ah”, Jurnal Al-Mabsut, Vol. 14, No. 2, Tahun 

2020. 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah 

lebih membantu terhadap pihak UMKM yang mana pasca konversi pihak bank 

telah menetapkan target penyaluran dana lebih banyak sebelumnya.12 

Tulisan lain yang memuat tentang Qanun LKS ditulis oleh M. Aditya 

Ananda dengan judul “Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syari’ah Pada 

Himpunan Bank Milik Negara”. Jurnal ini membahas lahirnya Qanun lembaga 

keuangan syari’ah berimplikasi terhadap lembaga keuangan bank yang beroperasi 

di Aceh, dimana qanun tersebut mewajibkan bank umum untuk mengkonversi 

kegiatan usahanya yang masih konvensional menjadi kegiatan usaha syari’ah. 

Diantara bank umum yang diwajibkan melakukan konversi ialah PT Bank Rakyat 

Indonesia (BRI), PT Bank Negara Indonesia (BNI), dan PT Bank Mandiri.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia sebagai 

salah satu bank Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) konvensional yang 

beroperasi di Aceh melaksanakan implementasi Qanun lembaga keuangan 

syari’ah yang bertujuan mengkonversi usahanya menjadi syari’ah tidak melalui 

merger ataupun mengkonversi total entitas bank tersebut, namun melalui 

penerapan sinergi perbankan dalam satu kepemilikan dalam bentuk Layanan 

Syari’ah Bank Umum (LSBU) dengan entitas anak usahanya. Layanan syari’ah 

bank umum ini berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 

                                                           
12 Zulfahmi, “Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan 

Syari’ah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syai’ah”, Jurnal Hukum Ekonomi 

Syari’ah, Vol. 5, No. 1, PP 50-63. 
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28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam satu kepemilikan untuk 

pengembangan perbankan syari’ah.13 

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-

penelitian sebelumnya membahas mengenai lembaga keuangan perbankan yang 

dilakukan oleh berbagai lembaga perbankan. Namun penelitian yang ditelaah 

dalam thesis ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu mengenai Qanun 

yang disahkan di Provinsi Aceh pada tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan 

Syari’ah. Dampak setelah pengesahan Qanun tersebut dalam mendongkrak 

perekonomian masyarakat Aceh, baik dari sektor riil maupun UMKM, serta 

mengentaskan kemiskinan di Aceh. 

E. Kerangka Teori 

Pemahaman terhadap kerangka teori yang terdapat dalam thesis ini sangat 

diperlukan untuk memudahkan dalam memahami pembahasan dan menghindari 

kesalahan dalam pemahaman. Dalam hal penelitian ini, teori yang digunakan 

dalam penulisan ini adalah teori keadilan ekonomi. Penegakan keadilan termasuk 

dalam keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan di tengah masyarakat.  

Islam menekankan pentingnya keadilan ekonomi bagi seluruh umat manusia 

dalam berbagai sektor.14 Prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam aspek 

kehidupan manusia merupakan sumbangan terbesar dalam Islam kepada manusia 

                                                           
13 M. Aditya Ananda, “Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syari’ah Pada 

Himpunan Bank Milik Negara”, Jurnal At-Tasyri’, Vol. 12, No. 2, 2020, PP 165-176. 
14 Ismail Nawawi Uha, “Filsafat Ekonomi Islam, Kajian Isu Nalar Peikiran Ekonomi dan 

Reegenering Teori Pengantar Praktik”, (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), hlm. 131. 
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secara universal agar senantiasa berlaku adil sebagai salah satu unsur takwa 

kepada Allah SWT.15 

Hal ini didasarkan pada manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan 

kerjasama dengan yang lain agar saling menguntungkan dalam pemenuhan 

kebutuhan ekonomi. Keterbatasan manusia berdampak pada tingkat manusia 

dalam memperoleh penghidupan. Dengan demikian, keterbatan merupakan 

merupakan hal alamiah akan tetapi Islam tidak membiarkan terjadinya 

kesenjangan ekonomi yang dapat memicu konflik sosial. 

Dalam teori Gustav Redbruch dijelaskan bahwa hukum ditemukan di tengah 

suatu kebiasaan yang mana akan menghasilkan hukum tersebut. Awalnya Gustav 

berpendapat bahwa hukum hanya terdiri dari keadilan saja dan merupakan 

objeknya. Esensi dari keadilan sebagai sebuah kesetaraan antar sesama manusia, 

sehingga keadilan berperan penting dalam setiap kehidupan baik dalam sosial 

maupun ekonomi.16 

Gustav Radbruch mengatakan bahwa keadilan bersifat mutlak, formal dan 

universal atau keseluruhan. Adil bagi seseorang maka berlaku bagi keseluruhan, 

sehingga keadilan sering menimbulkan tuntutan dan saling bertentangan, di sisi 

lain keadilan menuntut untuk generalisasi atau menyamaratakan. Sebagai 

pemenuhan konsep hukum, antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum 

tidak dapat dipisahkan. 

 

                                                           
15 Zaki Fuad Chalil, “Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam”, (Jakarta: 

Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 236. 
16 Gustav Radbruch, “Legal Philosophy, in The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch, 

and Dabin”, (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1950), hlm. 72. 
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F. Metode Penelitian 

Dalam setiap penelitian, peneliti harus mampu membuat design metode 

penelitian yang tepat untuk digunakan dalam penulisan, sesuai dengan tahapan-

tahapan dari prosedur baku penelitian. Untuk penelitian ini, penulis menetapkan  

metode penelitian yang tepat untuk memperoleh data dari variabel penelitian 

tentang  implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan 

Syari’ah di Aceh, dalam perspektif keadilan ekonomi terutama terhadap ekses 

Lembaga Keuangan konvensional dan Syari’ah di Aceh, terutama tentang prospek 

dan keberhasilan bank syariah di Aceh di masa yang akan datang. Peneliti 

berusaha untuk memproyeksikan situasi tersebut dengan melakukan penelitian ini. 

1. Pendekatan Penelitian 

Riset ini menggunakan pendekatan penelitian normatif-yuridis dengan 

menjadikan objek kajian tentang implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 

tentang Lembaga Keuangan Syari’ah di Aceh, dalam perspektif keadilan ekonomi 

terutama terhadap ekses Lembaga Keuangan konvensional dan Syari’ah di Aceh. 

Dalam penelitian ini penulis fokus dengan bentuk implementasi Qanun LKS 

tersebut, baik dari tahapan sosialisasi Qanun LKS, tahapan persiapan dan dalam 

hal ini termasuk sosialisasi Pergub tentang LKS dan pengalihan sistem perbankan 

ke single banking system bahkan sampai tahapan pelaksanaan Qanun LKS untuk 

kepentingan realisasi dari substansi Qanun LKS untuk mewujudkan keadilan 

ekonomi bagi rakyat Aceh. 

Pendekatan ini juga melihat realitas empiric dari kalangan masyarakat baik 

debitur maupun kreditur dalam mensikapi perubahan sistem perbankan di Aceh. 
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Hal ini tentunya menjadi sebuah momentum untuk mendeskripsikan sikap 

masyarakat terhadap pemberlakuan sistem perbankan syariah yang bersifat 

yuridis, sehingga secara menyeluruh dengan ketentuan Qanun ini masyarakat 

diharuskan mengubah kebiasaan dan perilaku ekonominya untuk menggunakan 

lembaga keuangan syari’ah. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian kualitatif ini berfokus pada implementasi Qanun nomor 11 Tahun 

2018 Tentang Lembaga Keuangan. Adapun metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum 

mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in 

action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.17 

3. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis riset deskriptif analisis yaitu penelitian 

dengan menggunakan penggambaran terhadap objek dan variabelnya melalui 

pemaparan data dan informasi berdasarkan fakta dan realitas empirik  dari 

pemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah 

di Aceh baik dari sisi tahapan-tahapan pelaksanaan maupun respon masyarakat 

serta substansi dari implementasi Qanun tersebut untuk mewujudkan keadilan 

ekonomi bagi masyarakat Aceh. 

 

 

                                                           
17 Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum”, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2004), hlm. 134. 
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4. Sumber Data 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan data 

sekunder. Secara keseluruhan data-data tersebut dibutuhkan untuk menegaskan 

substansi pembahasan, terutama dari proses pengujian data baik dari sisi validitas 

maupun objektifitas data sehingga analisis data dapat dilakukan secara valid. 

Berikut ini penulis menjelaskan klasifikasi data berdasarkan sumber data yang 

diperoleh. 

a. Sumber Data Primer 

Seluruh data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis peroleh 

melalui wawancara dengan pihak Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, pihak 

OJK Banda Aceh, dan juga kalangan pengusaha yang selalu berinteraksi 

dengan perbankan, serta pelaku industri perbankan itu sendiri terutama dari 

kalangan stake holder bank syariah di Aceh. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini penulis peroleh dari berbagai 

sumber data terutama literatur-literatur ilmiah yang telah dikaji oleh peneliti 

sebelumnya. Referensi utama dalam penelitian ini sebagai data sekunder adalah 

publikasi OJK, BI dan data publikasi, riset, jurnal dan lain-lain yang membahas 

tentang pemberlakuan Qanun LKS di Aceh.18 

 

 

                                                           
18 Michael Salter, “Writing Law Dissertations: An Introduction and Guide to The 

Conduct Of Legal Resarch”, (Longman: 2007), hlm. 45. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa 

teknik pengumpulan data  kualitatif yaitu: 

a. Wawancara (Interview) 

Wawancara menjadi salah satu cara yang penulis gunakan untuk 

mendapatkan data yang diperlukan. Penentuan informan dalam metode ini 

berdasarkan tiga klasifikasi informan yaitu pihak yang mewakili instansi 

perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dinas Syari’at Islam sebagai pihak 

yang mewakili legislatif, dan masyarakat/nasabah sebagai pelaku ekonomi. 

b. Observasi 

Data observasi sebagai salah satu instrumen dalam teknik pengumpulan 

data dengan cara memantau dan melihat data yang berhubungan dengan 

penelitian baik itu berupa buku, transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, 

dan agenda lainnya. Studi dokumentasi ini akan diperoleh pada saat kunjungan 

wawancara dengan pihak Dinas Syari’at Islam, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 

dan masyarakat (Nasabah). 

6. Tekhnik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada Miles 

and Huberman dalam Sugiono yaitu:19 

 

 

 

                                                           
19 Sugiono, “Memahami Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 89. 
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a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Data dari hasil yang penulis lakukan akan dianalisis dengan cara 

mereduksi data. Tugas penulis memilih dan menyederhanakan data selama 

proses penelitian, sehingga objek penelitian tersebut diperoleh secara lengkap. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Dalam bukunya Afrizal, “tahap penyajian data adalah sebuah tahap 

lanjutan analisis data dimana peneliti mengajukan temuan penelitian berupa 

kategori atau pengelompokan”. Penulis mengumpulkan semua data dari 

berbagai pihak yang terkait dengan objek penelitian, sehingga peneliti 

mengetahui apa langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan. 

c. Penarikan Kesimpulan(Conclusing Drawing/Verification) 

Penulis harus mencari isi pokok dari objek penelitian yang menjadi 

asumsi dasar tahapan awal sampai proses pengumpulan data lengkap. Setelah 

seluruh data terkumpul, penulis membuat urutan data dan menarik kesimpulan 

dari data yang bersifat kredibel.20 

G. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan ini disusun dengan terstruktur dan tertib untuk memudahkan 

pembaca. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam 5 bab 

dengan pembahasan sebagai berikut: 

Bab pertama, sebagai pendahuluan memuat latar belakang masalah, 

kemudian diikuti dengan rumusan masalah, selanjutnya juga dibahas tujuan dan 

kegunaan penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari penelitian sebelumnya yang 

                                                           
20 Ibid., hlm. 180. 
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relevan, dan kerangka teori yang memuat konsep dasar dalam penelitian ini, 

dijelaskan pada sub bab bahasan metodelogi penelitian yang meliputi: jenis 

penelitian, sumber data, metode analisis data serta pendekatan penelitian yang 

terakhir sistematika pembahasan. 

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum lembaga keuangan syari’ah, 

peran, fungsi, serta prinsip-prinsip operasional. Selain itu, juga dibahas mengenai 

pengertian keadilan dan keadilan ekonomi syari’ah dalam sistem yurisdiksi di 

Indonesia. 

Bab ketiga, memberikan gambaran umum mengenai qanun Aceh dalam 

sistem perundang-undangan, sejarah pembentukan qanun Aceh, sekaligus 

membahas tentang sifat dan tujuan pembentukan qanun Aceh. 

Bab Keempat, menganalisis tentang implementasi qanun lembaga keuangan 

syari’ah, kemudian mengenai proses konversi bank konvensional menjadi sistem 

syari’ah, sekaligus dampak positif dan negatif penerapan qanun LKS bagi 

perekonomian di Aceh. 

Bab kelima, terdiri dari penutup yang berisi tentang kesimpulan dari 

keseluruhan pembahasan dan saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Terkait dengan penelitian yang telah dilakukan terhadap persoalan Qanun 

Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah, maka terdapat 

beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian ini. Pertama, 

pelaksanaan Qanun LKS menjadikan Aceh sebagai satu-satunya Provinsi yang 

menerapkan satu sistem lembaga keuangan berdasarkan syari’ah. Konsekuensi 

yang diterima oleh masyarakat menuai pro dan kontra, baik dalam tahap 

pelayanan maupun sosialisasi yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan 

terhadap masyarakat. Kalangan pengusaha merupakan salah satu pihak yang 

merasa keberatan dengan menutup seluruh akses perbankan konvensional dimana 

selama ini transaksi dari para pelaku usaha menggunakan bank konvensional. 

Kedua, kinerja perbankan syari’ah dari segi pelayanan terhadap nasabah 

sudah sesuai dengan apa yang diamanahkan didalam Qanun LKS. Pada tahapan 

efektivitasnya, perbankan syari’ah masih jauh dari apa yang diharapkan oleh 

masyarakat selama ini, khususnya masyarakat yang jauh dari perkotaan. Hal 

tersebut dilihat dari fasilitas yang disediakan oleh perbankan syari’ah masih 

sangat terbatas, sehingga menimbulkan kesenjangan serta hilangnya keadilan 

ekonomi dalam masyarakat. 

B. Saran 

Terdapat beberapa rekomendasi hasil penelitian: 

1. Diharapkan Pemerintah Aceh melakukan kebijakan berupa sosialisasi terhadap 

seluruh masyarakat Aceh dalam penerapan Qanun LKS baik dalam 
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penggunaan, proses konversi, produk apa saja yang tersedia di bank syari’ah, 

begitu juga dengan berbagai keluhan dari seluruh elemen masyarakat, sehingga 

masyarakat terbiasa beradaptasi dengan lembaga keuangan syari’ah. 

2. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat pasca pemberlakuan 

Qanun masih belum sepenuhnya terwujud. Pemerintah harus melakukan 

berbagai upaya seperti membuka lapangan kerja sehingga sumber daya 

manusia terserap dan mampu mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat. 

3. Perbankan syari’ah bersama pemerintah Aceh harus bekerja lebih keras dalam 

memfasilitasi dan mengakomodir serta menyediakan kantor cabang pembantu 

di setiap Kecamatan khususnya Aceh Besar, sehingga mampu menciptakan 

akses dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat dalam memenuhi setiap 

kebutuhannya. 

4. Pemerhati ekonomi syari’ah baik dari kalangan akademisi maupun non-

akademisi terus memberikan sosialisasi dan pemahaman-pemahaman baru baik 

di kalangan masyarakat maupun pelaku usaha mikro, sehingga penerapan 

Qanun memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

masyarakat Aceh. 
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